
Perpres Penataan Jabodetabek,
Puncak dan Cianjur Direvisi

NERACA

Jakarta - Pemerintah resmi merevisi Peraturan
Presiden (Perpres) tentang Penataan Ruang Kawasan
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan
Cianjur dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020. Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan perpres yang
baru ini menggantikan atau merevisi peraturan se-
belumnya, yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur.

Sofyan mengatakan rapat "kickoff" atau peluncu-
ran yang dihadiri oleh sejumlah menteri, Gubernur Jawa
Barat, Gubernur DKI dan Gubernur Banten, serta selu-
ruh Walikota dan Bupati kawasan Jabodetabek-Punjur
pada Jumat ini, menandai berlakunya Perpres yang baru
tersebut

"Karena sudah 12 tahun Perpres tersebut, kemudi-
an karena dinamika yang terjadi, sehingga evaluasi dari
Pemerintah, mengeluarkan Perpres yang baru tahun
2020," kata Sofyan dalam konferensi pers virtual di
Jakarta, Jumat.

Sofyan menjelaskan bahwa Pemerintah merasa
perlu merevisi Perpres 54/2008 mengingat DKI Jakarta
telah menjadi Kota Metropolitan yang berkembang
dengan sangat cepat. Jumlah penduduk yang berada di
kawasan sekitarnya, yakni Bodetabek-Punjur pun juga
kian bertambah, sehingga banyak tantangan seperti
lingkungan, sampah, dan lalu lintas yang perlu diatasi
bersama antarpimpinan daerah secara lebih efektif.

Ada pun penataan ruang Kawasan Perkotaan
Jabodetabek-Punjur bertujuan mewujudkan kawasan
tersebut sebagai pusat kegiatan perekonomian berskala
internasional, nasional, maupun regional yang terinte-
grasi antara satu kawasan dan kawasan lainnya, berba-
sis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpadu-
an dalam pengelolaan kawasan.

Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur meru-
pakan salah satu global hub dari jejaring kota metro-
politan dunia, serta jejaring kota terbesar kedua sete-
lah Metropolitan Tokyo. Kondisi tersebut berimplikasi
pada sentralisasi berbagai fungsi ekonomi yang mem-
beri dampak pada dinamika kebutuhan ruang fisik dan
sosial yang tinggi. bari

Kemenkeu Kucurkan
Rp3,84 Triliun Stimulus
Fiskal Impor Barang
NERACA

Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengu-
curkan total Rp3,84 triliun untuk stimulus fiskal bagi im-
por barang yang digunakan untuk menangani COVID-
19 hingga 2 Juni 2020.

"Komoditas impor paling banyak berupa masker
mencapai lebih dari 133 juta lembar dari berbagai ne-
gara," kata Direktur Kepabeanan Internasional dan
Antarlembaga DJBC Syarif Hidayat di Jakarta, akhir
pekan kemarin.

Fasilitas yang dimanfaatkan importir di antaranya
melalui skema barang hibah bagi yayasan/lembaga
sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 70,
barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat/ Daerah
(PMK 171), barang penanggulangan COVID-19 sesuai
lampiran huruf A (PMK 34), dan non fasilitas.

Adapun fasilitas yang diberikan dari skema terse-
but berupa pembebasan bea masuk dan cukai, tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan dikecua-
likan dari pungutan Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor.

Total nilai pembebasan sejak 13 Maret hingga 02
Juni 2020 mencapai Rp848 miliar dengan rincian pem-
bebasan bea masuk sebesar Rp390,5 miliar, tidak
dipungut PPN dan PPnBM sebesar Rp282,1 miliar, dan
dikecualikan dari pungutan PPh 22 sebesar Rp175,3 mil-
iar.

Selain itu, fasilitas impor juga diberikan dengan ske-
ma Surat Keterangan Asal (SKA) dengan negara-negara
mitra ASEAN. Secara rata-rata jumlah importasi yang
menggunakan SKA dibandingkan total devisa impor
pada tahun 2020 berada pada kisaran angka 33 persen,
dengan pemanfaatan sekitar 52,37 persen dari total ni-
lai devisa impor yang menggunakan SKA. bari
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"Di sini, kami akan
menjalankan pada fase ini
dengan kapasitas seperti itu
tidak ada kenaikan tarif ang-
kutan umum. Karena den-
gan kapasitas 70 persen kita
pertimbangkan sudah me-
lalui BEP (break even po-
int/balik modal)," kata Budi
dalam diskusi virtual yang
bertajuk "Kolaborasi untuk
Adaptasi Kebiasaan Baru
Sektor Transportasi" di Ja-
karta, Jumat (12/6).

Budi menambahkan pi-
haknya menetapkan sistem
zonasi untuk setiap angku-
tan darat yang dioperasikan,
baik umum maupun priba-
di.

Terkait pembatasan
jumlah penumpang, sistem
zonasi ini berlaku pada
angkutan umum seperti

angkutan lintas batas ne-
gara, angkutan antarkota
antarprovinsi, angkutan an-
tarkota dalam provinsi,
angkutan antarjemput an-
tarprovinsi, angkutan pari-
wisata jika berada pada zona
merah masih dilarang ber-
operasi.

Namun pada zona ora-
nye, kuning, dan hijau ma-
ka dapat mengangkut den-
gan kapasitas penumpang
70 persen pada fase I dan II,
serta pada fase III dapat
beroperasi dengan kapa-
sitas maksimum hingga 85
persen.

"Khusus angkutan kar-
yawan, pada zona merah
dan oranye hanya diper-
bolehkan mengangkut pal-
ing banyak 70 persen kapa-
sitas penumpang. Semen-
tara pada zona kuning dan
hijau untuk fase I dan II pal-

ing banyak 70 persen kapa-
sitas penumpang dan fase
III dengan kapasitas maksi-
mum 85 persen," ucap Budi.

Sementara pada angku-
tan taksi, angkutan sewa
khusus, maupun angkutan
sewa umum pada zona mer-
ah dan oranye dapat berop-
erasi dengan kapasitas
penumpang 50 persen, se-
mentara pada zona kuning
dan hijau pada fase I dapat
beroperasi dengan kapa-
sitas maksimum 50 persen,
sedangkan pada fase II dan
III maksimum 75 persen.

"Misalnya untuk ken-
daraan dengan kapasitas li-
ma tempat duduk hanya da-
pat diisi paling banyak tiga
orang penumpang. Dan,
kendaraan dengan kapa-
sitas tujuh atau delapan
tempat duduk hanya dapat
diisi paling banyak empat
orang penumpang. Kami ju-
ga menyarankan untuk
menyediakan penyekat an-
tara ruang pengemudi dan
penumpang," kata Dirjen
Budi.

Selanjutnya dalam SE
Nomor 11/2020 ini juga

membahas ketentuan bagi
ojek online. Dalam surat
edaran tersebut dituliskan
bahwa untuk sepeda motor
berbasis aplikasi, pada zona
merah dan oranye hanya
diperbolehkan men-
gangkut barang. Sedangkan
pada zona kuning dan hijau,
diizinkan membawa pe-
numpang namun dengan
menerapkan beberapa pro-
tokol kesehatan.

"Diizinkan hanya saja
pengemudi dan penum-
pang harus mematuhi be-
berapa hal. Misalnya penge-
mudi menggunakan mas-
ker, sarung tangan, hand
sanitizer, dan jaket. Kami ju-
ga menyarankan untuk me-
nyediakan penyekat antara
pengemudi dan penum-
pang. 

Dalam kondisi ini, se-
baiknya penumpang dis-
arankan membawa helm
sendiri atau mengenakan
hair cap bila helm dari pe-
ngemudi. Penumpang juga
harus menggunakan mas-
ker selama berkendara,"
katanya. bari

Jakarta – Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Kementerian Perhubungan Budi
Setiyadi memastikan tidak ada kenaikan tarif
angkutan umum karena kapasitasnya sudah
ditingkatkan menjadi maksimal 70 persen.

HARGA TBS KELAPA SAWIT TURUN : Petani memetik tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Pasi Kumbang, Kecamatan
Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Kamis (11/6/2020). Harga TBS kelapa sawit tingkat petani sejak tiga bulan terakhir turun dari
Rp1.100 per kilogram menjadi Rp700 per kilogram dampak dari wabah COVID-19. 
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Tarif Angkutan Umum
Dipastikan Tidak Naik

Investasi ORI, Apa
Untungnya?
NERACA

Jakarta – Kementerian Keuangan membeberkan se-
jumlah keuntungan yang bisa diraih investor jika berin-
vestasi dalam instrumen Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
seri 017 di tengah pandemi COVID-19, sekaligus
berkontribusi membantu negara menangani dampak
virus corona jenis baru ini.

“Satu sisi investasi, sisi lain menumbuhkan seman-
gat gotong royong, sama-sama bahu membahu men-
gatasi dampak pandemi COVID,” kata Direktur Surat
Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan
Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan
Deni Ridwan di Jakarta, Jumat.

Dalam bincang-bincang IDX Channel secara virtu-
al itu, ia mengungkapkan keuntungan investasi ORI di-
antaranya pokok dan imbal hasil yang dijamin negara
karena setiap tahun dianggarkan sehingga aman dari
risiko gagal bayar. Selain itu, imbal hasil dibayar rutin
setiap bulan dan memberikan ketetapan imbal hasil
karena kupon sudah dipatok sebesar 6,4 persen untuk
ORI seri 017.

Jika investor sewaktu-waktu membutuhkan dana
segar, lanjut dia, investasi itu bisa diperjualbelikan di
pasar sekunder setelah mengendap selama dua bulan
masa holding period dengan potensi harga yang masih
menarik. “Jika di pasar sekunder (harganya) lebih ting-
gi, maka ada capital gain didapatkan investor,” imbuh-
nya.

Untuk menarik minat calon investor, pemerintah
mempermudah proses pembelian sesuai dengan era
kekinian yakni dalam jaringan (online) yang ditargetkan
juga memperluas investor kalangan milenial. Deni
menjelaskan berdasarkan data penerbitan ORI seri se-
belumnya, jumlah investor meningkat mencapai 260
ribu orang yang mayoritas adalah kalangan milenial.

Kemudahan lainnya yakni minimum pembelian
mencapai Rp1 juta dan maksimum Rp3 miliar dengan
jangka waktu jatuh tempo tiga tahun. Pemerintah op-
timistis ORI-017 ini diserap pasar secara maksimal kare-
na dana masyarakat di perbankan, lanjut dia, dinilai
melimpah. Adapun mitra distribusi penjualan ORI-017
ini bisa didapatkan di 16 bank, empat perusahaan efek,
tiga perusahaan efek khusus dan dua perusahaan
teknologi keuangan (fintech) secara daring.

Deni juga mengungkapkan penetapan kupon in-
strumen Obligasi Ritel Indonesia (ORI) seri 017 sebe-
sar 6,4 persen per tahun bertujuan agar perbankan bisa
memberikan bunga kredit lebih rendah kepada
masyarakat atau dunia usaha. “Melihat proyeksi ke de-
pan, suku bunga semakin rendah,” katanya. Menurut
dia, jika imbal hasil atau kupon yang diberikan dalam
Obligasi Negara Ritel ini terlalu tinggi, dikhawatirkan
mempengaruhi keberanian perbankan dalam mem-
berikan bunga kredit lebih rendah.

Dengan proyeksi suku bunga ke depan yang ren-
dah, lanjut dia, pemerintah juga tidak memberikan im-
bal hasil yang terlalu tinggi atau lebih tinggi dari 6,4
persen. Meski begitu, ia menilai imbal hasil sebesar 6,4
persen itu merupakan imbal hasil premium lebih ting-
gi dibandingkan instrumen investasi perbankan lain
misalnya deposito. “Di satu sisi kita ingin memberikan
premium yang menarik kepada masyarakat, tapi di sisi
lain ingin sama-sama mendorong suku bunga rendah
kepada masyarakat, terutama untuk para pengusaha
agar bisa mendapatkan kredit yang lebih mengun-
tungkan,” katanya.  bari

DJKN Klaim Raup PNBP
RP1,87 Triliun
NERACA

Jakarta – Direktur Lelang Direktorat Jenderal Ke-
kayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Joko
Prihanto menyebutkan pihaknya telah menghasilkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar
Rp1,87 triliun dengan pokok lelang Rp82,96 triliun
dalam kurun waktu lima tahun sejak 2016 hingga Juni
2020.

“Selama 2016 sampai Juni 2020 pokok lelang yang
sudah kita capai itu sebesar Rp82,9 triliun. Adapun
PNBP yang kita bisa setorkan ke kas negara Rp1,8 trili-
un. Cukup memadai dalam mendukung perekonomi-
an nasional,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta,
Jumat (12/6).

Joko menyatakan pihaknya akan terus berusaha
dalam rangka meningkatkan hasil lelang yang lebih op-
timal pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat
membantu penerimaan negara. “Ini akan kami up-
ayakan seoptimal mungkin agar tiap tahun meningkat
dan kita harapkan situs daring lelang.go.id ini bisa men-
dukung peningkatan hasil lelang,” katanya.

Joko mengatakan lelang sangat berperan dalam
perekonomian nasional karena dapat turut berkon-
tribusi untuk memulihkan perekonomian negara
terutama dalam keadaan tertekan akibat pandemi
COVID-19 seperti saat ini. “Misalkan terhadap kasus
korupsi yang aset dirampas atau dilelang nanti hasilnya
dikembalikan ke negara,” ujarnya.

Ia menuturkan lelang dapat menggerakkan roda
perekonomian yaitu melalui meningkatkan potensi ni-
lai barang, misalnya terdapat pabrik yang mangkrak ke-
mudian dilelang dan investor membeli maka akan ada
aktivitas perekonomian lagi di dalamnya. “Muncul ak-
tivitas merekrut tenaga kerja. Lalu dengan adanya bal-
ai lelang juga bisa merekrut pegawai di mana tercipta
lapangan kerja cukup besar. Satu balai lelang bisa ca-
pai 50 sampai 60 pegawai,” jelasnya. bari

NERACA

Jakarta – Badan Koordi-
nasi Penanaman Modal
(BKPM) membuat tiga ske-
nario target realisasi inves-
tasi dengan adanya pande-
mi COVID-19, yang salah
satunya jika wabah berakhir
Juli 2020, maka target real-

isasi investasi pada 2020
yang tadinya Rp886 triliun
akan terkoreksi menjadi
Rp817,2 triliun.

"Target awal investasi itu
Rp886 triliun. Saat kami
menyampaikan laporan re-
alisasi investasi kuartal I, ada
tiga model yang kita buat, se-
belum COVID-19, targetnya

Rp886 triliun, kalau COVID-
19 selesai Mei turun di Rp855
triliun dan kalau selesai Juli,
targetnya menjadi Rp817
triliun," kata Kepala BKPM
Bahlil Lahadalia dalam
jumpa pers virtual di Jakarta,
Jumat (12/6).

Dalam catatan BKPM,
dengan asumsi COVID-19
selesai Juli maka target real-
isasi investasi akan dipatok
menjadi Rp817,2 triliun
(92,2 persen dari target aw-
al). Sedangkan dalam asum-
si COVID-19 selesai Mei, tar-
get realisasi investasi Rp-
855,6 triliun (96,6 persen
dari target awal). "Cuma
sampai sekarang saya lihat
COVID-19 ini kok belum ada

tanda-tanda berakhir di Juli.
Apa saya masih akan konsis-
ten di angka Rp817 triliun?
Dengan segala hormat,
belum bisa kita pastikan
karena menunggu COVID
selesai kapan," kata Bahlil.

Meski demikian, man-
tan Ketua Umum Hipmi itu
menambahkan pihaknya
masih yakin realisasi inves-
tasi bisa tetap di atas angka
Rp800 triliun karena ada
cadangan realisasi investasi
mangkrak yang akan segera
bisa dieksekusi. Dari Rp708
triliun investasi mangkrak
yang akan terus difasilitasi
pemerintah, Bahlil mengk-
laim telah berhasil mengek-
sekusi Rp409 triliun. bari

Jika Covid Selesai Juli, BKPM Targetkan
Realisasi Investasi 2020 Capai Rp817 Triliun

Yayasan  Pengembangan Perbankan Indonesia
Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
( Dinyatakan dalam Rupiah , Kecuali dinyatakan lain )

Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia 

Untuk Tahun Yang Berahir Pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dinyatakan Dalam ,Kecuali dnyatakan lain)

pos - pos 2019 2018

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT 
PENDAPATAN
Pendapatan Operasional

BEBAN 
Beban Operasional
KENAIKAN ASET NETO TIDAK TERIKAT

PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN
Pendapatan Lain-Lain
Beban Lain-Lain

Jumblah Pendapatan (Beban) Lain-Lain

KENAIKAN ASET NETO TIDAK TERIKAT

10,820,309,113

6,667,441,123
4,152,867,990

1,522,124,985
(1,637,221,078)

(115,096,093)

4,037,771,897

10,706,204,810

5,884,344,892
4,821,859,918

2,031,584,805
(1,041,954,750)

989,630,005

5,811,489,973

Catatan:   
1  Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JohannesJuara &  
    Rekan pada laporannya tanggal 27 Maret 2020.  
2      
    ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. 
 

Jakrta, 11 Juni 2020

NERACA 2  kolom 180 mm
lebar  :  7,75 cm

pos -pos 2019 2018
ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas

Obligas 
Piutang Aset Lancar Lainya
 Jumbalah Aset Lancar

26,606,925,247
139,725,000,000

3,000,000,000
779,262,815
142,065,944

555.840,688
152,925,000,000

3,000,000,000
5,885,654,294

70,473,200

Aset Tidak Lancar
Aset Tetap
Aset lain-lain
Penyertaan 
Jumblah Aset Tidak Lancar

JUMBLAH ASET

LIABILITAS DAN ASET NETO
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang

Jumbal Liabilitas
Aset Neto
Aset Neto Terikat
Aset Neto Tidak Terikat

Jumblah Aset Neto

JUMBLAH LABILITAS DAN ASET NETO

170,253,254,006 162,436,968,182

48,157,710,164

43,037,000,000

48,681,729,034
283,480,555

43,062,000,000

91,194,710,164 92,027,209,589

261,447,964,170

448,843,268
-

448,843,268

35,894,366,492
225,104,754,410

260,999,120,902

261,447,964,170

254,464,177,771

4,481,940,198

4,481,940,198

27,712,674,000
222,269,563,573

249,982,237,573

254,464,177,771

Ukuran  : 2 kolom x 160 mmk
Media  : Neraca
Terbit : 15 Juni 2020
File  : D15

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan 
kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan 
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) 
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” bersama-
sama dengan RUPST disebut “Rapat”)) pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 
2020 pukul 10.00 WIB - selesai, bertempat di Sheraton Grand Jakarta 
Gandaria City Hotel Jl Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), maka panggilan Rapat akan 
dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 melalui surat kabar 
harian berbahasa Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs 
web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.
Adapun Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah 
Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang 
Saham Perseroan atau pemegang saham dalam penitipan kolektif di  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Senin, tanggal  
29 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat adalah 
Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 
Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan wajib menyampaikan secara tertulis 
usulan mata acara Rapat kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 
pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020.
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan 
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan 
Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 9, 
POJK Nomor 16/POJK.04/2020, serta Surat Otoritas Jasa Keuangan 

memperhatikan ketentuan-ketentuan pencegahan penyebaran Covid-19 
sesuai peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk 
namun tidak terbatas pada pembatasan jumlah kehadiran pada Rapat.
Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat Perseroan, 
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa (i) melalui formulir surat 
kuasa yang tersedia pada situs Perseroan yang dapat disampaikan oleh 
penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum menghadiri 
Rapat atau (ii) secara elektronik melalui Electronic General Meeting 
System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI. 
Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa 
kehadiran dan hak suara akan disampaikan pada saat Panggilan Rapat.

Jakarta, 15 Juni 2020
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Direksi

PENGUMUMAN SATRIA 2 X 90
PUBLISH 15 Juni  2020

PT Satria Mega Kencana Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh 
Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa (“RUPSLB” bersama-sama dengan RUPST disebut “Rapat”) pada hari Rabu, 
tanggal 22 Juli 2020, pukul 13.00 WIB dan bertempat di Panin Tower Lantai 9 (Senayan 
City), Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270.  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan (“OJK”) No.  15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan 
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), maka 
panggilan Rapat akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 melalui surat 
kabar harian berbahasa Indonesia situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web 
Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.

Adapun Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham 
yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang 
saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  pada hari Senin, 
tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat adalah Pemegang 
Saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 16 POJK No. 15/2020 
dan wajib menyampaikan secara tertulis usulan mata acara Rapat kepada Direksi 
Perseroan selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020.

Jakarta, 15 Juni 2020
PT Satria Mega Kencana Tbk.

Direksi

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT 

UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk.

PENGUMUMAN

REV1


